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Menindaklanjuti Peraturan Menterli Dalam Negerd Nomor 13 Tahun
2005 pasal 8% ayat (1) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
sebapaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomar
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daecrah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah Tahun
Anggaran 2019, bahwa berdasarkan KUA dan PPAS sang telah discpakad
agntara Kepals Daerah dan Pimpinan DPRD maka dipandang perla
menetapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan
REA-SKEPD kepada seluruh SKPD dan REA-PPED kepada SKPED.

Pedoman penyusunan REA-SKPD/RKA-PPKD Tahun Anggaran 2019
mencalup uraian sebagai berilout

A, SINKRONISASI PROGRAM DAN HEGIATAN ANTAR SKPD

Sejalan dengan upays pencapaian sasaran utama pembangunan
dacrah, dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Angearan (KUA)
dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Semeritara (PPAS) harus
berpedoman pada Rencana Kerja Pemenntah Daecrah (RKPD) tahun 2019
dan memperhatikan FREPD Provinsl dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP}
Tehun 2019

Penvusunan mancangan KUA dan rancengan PPAS dilakukan melahs
sinkronisas! capaian sasamn dan ferget kinerja antara  program dan
kegiatan wvang teiah ditetapkan dalam RKPD whun 2019 dengan
memperhatikan prioritas pembangunan daérah dan kemampuan keuangan
deerah vang ditusngkan dalam format REA-SKPD dan RKA-PPKD sehagai
bahan penyusunan rancangan AFBD.




Sesual tema RKPD tahun 2019 “MENINGKATKAN KAPASITAS
INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENDUEUNG
DAYA SAING SEKTOR PARIWISATA BEBAGAI PENGGERAK
PEREKONOMIAN" maka pada tahun 2019 ini ditetapkan 5 prioritas
pembangunan dacrah Kota Banjarbary, meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Sarans Prasarana Pendidikan dan Pelaksanaan
Pendidikan Yang Berlearakter

2. Peningkatan Kualitas, Kapasitas Lingkungan dan Infrastruktur
Perkotaan

3. Peningkaten Investasi Daerah dan Sarana Prasarana Perekonomian
Penunjang Pariwisata

4. Peningkatan Efektivitas dan Efesiens Penvelenggaraan Tata Helols
Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan Teknoingi [nformasi

5. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang Mendukung
Pelaksanasn Pemilu 2019

Dalam rangka efektifitas dan  efisiensi anggaran daerah agar
pendanaan yang berkenaan dengan urusan yang menjadi tanggung jawab
masing-masing SKPD  dapat disinergikan dalam pelaksanaan DPA - SKPD,
sehingge menghindari adanva kegiatan-kegiatan prioritas yang tidak
teranggarkan,

B. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN RKA-SKPD dan REA-FPED

PPAS wang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan pada

dasarnya merupakan batas maksimal alokasi enggaran yvang dibutuhkan
untuk mendukung implementasi kebijakan berdasarkan rencana yang telah
ditetapkan,
REA-SKPD/RKA-PPKD vang telah disusun agar dilakukan input ke dalam
SIMDA Keuangan dan menyampaikan hard copy RKA-SKPD/REA-PPKD
kepada Pejabat Pengelole Keuangan Daerah (PFFED) dalam hal ini Badan
Pengeloloan Keuangan dan Aset Daeraks paling lambat tanggal 15 Agustus
2018 pukul 13.00 WITA untuk dibabas dan dilakukan Asistensi lebib
lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD} scbagai bahan
penvampaien Bancangan Peraturan Dserah temtang APBD TA 2019,

Berdasarkan Peraturan Menter] Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan APBD Takun Anggaran 2019 bahwa tahapan
dan jadwal proses penvusunan APBD edalah sebapai berilout -
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Adapun pokok kebjakan yang perlu mendapat perhatian Kepala
Satuan Kerja Peranghkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
dalam penyusunan REA-SKPD dan RKA-PPKD sebagai bahan penyusunan
Rancengan APBD 2019 adalah sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan SKPD/PPKD
Pendapatan daesrah vang dianggarkan dalam APED Tahun Anggaran
2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memililks
kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

o. Pendapatan Asll Daerah [PAD)
Penganggaran pendapatan daeérah yang bersumber dar PAD
memperkatilan hal-hal sebagai bertbout:

1] Penganggaran pajak daerah dan retribusi dasrah:
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Peraturan dacrah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
berpedoman pada Undang-Undang MNomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Deerah dan Retribusi Daersh dan Pergturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang  Retribus|
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjungan -Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daersh harus
didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi
daerah di masing-masing SHEPD serta memperhatikan
perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 vang
berpotens: terhadap target pendapatan pajak daerah dan
retribust daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan
retribusi daerah tahun sebelumnys.

Untuk itu, SKPD harus melskukan upaye peningkatan
pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daeraly dan
retribusi dasrah,

Dalam rangks mengoptimalkan pendapatan daerah vang
bersumber dari pajak deerah dan retribusi dacrah, SKFD
harus melakykan kegistan penghimpunan data obyek dan
subyek pajak deerah dan reeribusi dasrah, penentuan
besarnya pajak daerah dan retribusi deerah yang terhutang
sampe! dengan kegiatan penagihan pajak daerak dan
retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan cetribusi
daerah serta pengawasan pPenyEtarERnYVa,

Retribusi pelayanan kesshatan yang bersumber dari hasil
klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [BRIS)




g} yang diterima olch Satuan Kerja Peranghkat Dacsrah (SKPD)
atau Unit Kerja pada SKPD vang belum menerapkan Pola
Pengelolaan Eeuangan-Badan Layanan Umum Daerah [PPK-
BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok
pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek
pendapatan  Refribusi Jeasa Umum, cnclan  obyek
pendapatan Retribusi Pelayanan Heschatan.

f] Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau
dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang
undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-
Undang MNeomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintshan
Dagrah.

2) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah 1

a] Pendapatan dana kapitesi Jaminan Keschatan MNasional
pada Fasilitas Heschatan Tingkat Pertama (FKTP) emilik
Pemerintah Daersh yang belum menerapkan PPK-BLUD,
dianggarkan pada alun Pendapatan, kelompek PAD, jenis
Lain-lairn PAD Yang Seh, cbyek Dana Hapitasi JKN pada
FETP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-
maszing FKTP dengan mempedomani Peraturan Presiden
Momor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dans Kapitasi Jaminan Kesshatan Masional

bl pada FKTP Milik Pemerintash Daersh dan Surat Edasan
Menteri Dalam Negerl Nomeor S00/2280/8J tanggal 5 Mel
2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pads FKTP Milk Pemerintah
Daerah.

¢) Pendapatan atas dende pajak dacrah dan retribusi daerah
dianggarkan pada skun Pendapatan, kelompok PAD, jenis
Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan
rincian abyek sesuai kode rekening berkenaan.

d) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun
Pendapatan, kelompok PAD, |enis Lain-lain PAD ¥ang Sah
dan diuraikan ke delam obyek dan rincian obyek sesuai
kode rekening berkenaan.

b, Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana
perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berilout:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DEH)

] Pendapatan dari DBH-Pajak vang terdiri atas DBEH-Pajak
Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain FEB Perkotaan dan
Perdesamn, dan DBH-Pajak Penghasilan [DBH-PPh) vang
terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Fajak
Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21
disnggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai  Rincian
APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menter
Heu;ngm mengenai Alokesi DBH-Pajak Tahun Anggaran
20149,

-



bl Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam [DEH-3DA)
yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan
Mingral dan Batubara, DHH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi,
DBEH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahesn Panas Buml
dianggarkan sesual dengan Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atay Peraturan Menteri
Keuvangan mengenal Alokasi DEH-8DA Tahun Angegaran 20149,

2) Penganggaran Dana Alolsst Umum (DAL}

DAU dianggarkan sesual dengan Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Apggaran 2019, Dalam hal Peraturan
Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU
didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018,

Apabils Peraturan Presiden ditetapkan setzlah Peraturan Dacrah
tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah
Daerah harus menyvesuaikan alokasi DAU dimaksud pada
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2019 gy dicantumbkan dalam LRA bagi Pemerintah Daersh
vang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Angraran 2019,

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dienggarkan sesual Permturan Presiden mengenai Rincian
APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai
alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui
portal Kemerterian Kenangan,

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS discpakati
bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sebelum Peraturan
Presiden mengenai rincien APBN Tahun Anggaran 2019 atau
sebelum adanya informast resmi mengenai alokasi DAK Tahun
Anggaran 2019 vang dipublikasilan melalué portal Kemesnterian
Keuangen, penganggaran DAK langsung ditampung dalam
mekanisme pembahasan rancangan Permtursn Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2019,

Apabila Peratiuren Presiden mengetal rincian APBN Tehun
Anpgaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK
Tahun Anggaran 2019 melalui portal Kementerian Keuangan
dipublilasikan setelah Peraturan Dacrah tentang APBD Tahun
Angegaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah hanis
menganggerkan DAK dimeksud dengan terleblih  dahulu
melakuken perubahan Peraturan Kepala Dasrah tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 3019 dengan pemberitahuan
kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran
201% atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah
vany tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019,

. Lain-lain Pendapatan Dacrah Yang Sah
Penganggaran pendapatan daerah vang bersumber dari Lain-lain

Pendapatan Daeerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai
berikout -



1| Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh

2

3

—

Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kots
pada AFBD Tahun Anggaran 2019, mekanisme pencatatan das
pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah [SKPKD), Akun Pendapatan,
Kelompek Lain-lain Pendapatan Daerah vang Sah, Jenis Hibah,
Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS
masing-masing Satusn Pendidikan Negeri sesual dengan kode
rekening berkenaan

Selanjutnya, terhadap sise dana BOS Tahun Anggaran 2018
termasuk sisa dena BOS pada satuan pendidikan negeri vang
diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yvang telah
ditransler cleh pemerintah provinsi, dipechitungkan pada AFBD
Provingl Tahun Anggamn 2019,

Prndapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil
Pajak Daerah vang diterima dari pemerintah provinai didasarkan
pada penganggaren belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari
pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2019,

Dalam hel penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran
2019 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran
2019, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi
Heusil Pajak Daerah Tahun Anggaren 2018 dengan
memperhatikan  realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah  Tehun
Anggeran 2017, sedangksn bagian pemerintah kabupaten/kota
yang belum direalisasiken oleh pemerintah provinsi skibat
pelampausn terget Tahun Anggaran 2018, ditarmnpung dalam
peraturan daeral (entang Perubahan APBD Tahun

2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah
yang tidak melakukan perubaban APBD Tahun Anggaran 2019,

Fendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah
daerah lainnya atau pihak ketigs, batlke dari badan, lembags,
crganisasi - swasta  dalam  negeri/luar negeri,  kelompok
masyarakat maupun perorangan veng tidak mengikat dan tidak
mempunyal  konsekuensi  pengeluaran  atau pERgUTangan
rewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam
APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari
pemerintah dacrah lainnys tersebut didasarkan pada perjanjian
hibah antara Kepala Daerah/pejabat yvang diber kuasa selaki
pernberi dengun Kepala Daecrah/pejabat vang diberi kuasa
selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan  hibah yang
bersumber dari pihak ketiga juga didasarfan pads perjanjian
hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala
Daerah/pejabat vang diberi kuasa selalku penerima.

Dari aspck teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas
dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis,
obyek dan rincian obyek pendapatan Masing-maging nama
pemberi hibah sesuai kode relkening berkenman.




4] Pendapatan sumbangan yang bersumber dari pihak ketign, baik
dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok
masyarakal Maupun PEroTangan yang tidak mengikat dan tidak
mempunyal konsekuensi pengeluaran alau  pengurangan
kewnjiben pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dignggarkan
dialam APBD sstelah sdamva kepastian pendapatan dimaksud.

B. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014, belanja dasrah
digunakan untuk mendanai pelaksanaan  uruean pemerintahan
komkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanasan tugas
organisasi yang ditetapkan sesual dengan  ketentuan perundang-
undengan,

Belanja daersh tersebut diprioriteskan untuk mendanal  urasan
pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan
Standar Pelayanan Mmimal (SPM], sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintab Nemor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal serta berpedoman pads standar teknis dan harga satuan
regional sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daersh menetapkan target pencapaian kinerja setiap
belanja, baik dalam kontek dserah, satuan kerja perangkat daerah,
meupun program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan
akuntabilitas pecepcanaasn snggaren. Program dan kegietan hars
memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi
langsung dengan keluarsan yang diharapkan dan program dan keglatan
dimaksud ditinjaw dari aspek indikator, tolok ular dan target
kinerjanya.

a. Belanja Tidsk Langsung

Penganggaran belanja tdak langsung memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

1} Belanja Pegewai

a] Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negen
SBipil Daerah [PNSD} discsuaikan dengan ketentuan perataran
perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan
gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian paji ketiga belas
dan gaji keempat belas,

b} Penganggaran belanja pegawas untuk kebutuhan pengangkatan
Calon PNSD sesuial formasi pegawai Tahun 2019,

c] Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji
berkala, lenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi
pcgawal  dengan  memperhitungkan acress  yang  besarmya
maksimum 2,5% (dua kema lima persen) dari jumlah belanja
pegawai untuk gajl pokok dan tunjangan.

d} Penganggaran penyelenggaraan jaminan keschatan bagl Kepala
Daerah /Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta
PNSD dibebankan pads APED Tahun Anggeran 2019 dengan



mempedomani Undang-Undang Noemor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Naswonal, Undang-Undang Nemeor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [BPJS] dan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan scbagaimana telah diubah beberaps kall terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2003
tentang Jaminan Kesshatan,

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan aoggaran untuk
pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
Eepala Daecrah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota
DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggarssn jaminan
keechaten yang disediakan oleh BPJIS, tidak diperkenankan
dianggarkan dalam APBD.

€] Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi PNSD dibcbankan kepada APBD dengan
mempodomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara.

[l Penganggeran penyelenggsrasn jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagl Kepala Daerah;Wakil Kepala Daesrah seria
Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan
dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Megara sesuai
dengan ketentuan peraturan peruadang-undangan.

gl Penganggaran Tambahan Perpghaxilan PRED harus
memperhatiken  kemampuan  keuangan  daerah  dengas
persetujuan DPRD,

b} Tunjangan Profesl Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan
Gury PNBD, dar Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah
Khusus yang bersumber dari APEN Tahun Anggaran 2019 melalui
DAK MNom Fisik dianggarksn dalam APBD provinst dan
kabupsten,kota pada kelompok Belanin Tidak Langsung, jenis
Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rinclas obyek
belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan,

i) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja
bantuan sosinl termasuk bantuan untuk partai polielk, belanja
bagi hasil pajak, belanja bantuan keuangsn dan belanja tidalk
terdisga hanya dianggarkan peda belanja Rencana Kerja Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Deerah [RKA-PPKD),

b. Belanja Langsung

1) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk PrOgEram
dan kegiatan, yang manfeat capaian kinerjanya dapet dirasakan
langsung olch masvarnkat dalam rangka peningkatan  kuslitas
pelayanan publik. Penganggaran belanjn  setiap program  dan
kegiatan untuk urasan pemerintehan wajib terkait pelayanan dasar
dengan mempedomani SPM vang telah ditetapkan, Analisis Standar
Belanja (ASB) dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan
harga ditctapkan dengan keputusan kepala dasrah dan digunakan
gebagal dasar penvusunan RKA - SKPD dan RKA - PPED.




2) Belanja Pegawai

al

b)

Dalam rangka meningkatkan efisiensl anggaran daerah,
pengAngggaran  honorarium  bagi PNSD  dan non  PNBD
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dan
efektifitaz dalam pencapaian sasaran program dan  kegiatan
sesuni dengan kebutuhan dan wakiu pelaksansan kegiatan
dalam rangks mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
Berkaitan dengan pemberian honorarium bagi PNSD dan non
PNE dibatasi dan hanya berdssarkan pada pertimbangan bahwa
keberadaan PNSD dan non PNS dalam kepiatan benar-benar
memutiki peranan dan  kontribusi  nyata terhadap efektfitas
pelaksanaan kegiatan, Besarnya honorarium bagl PNSD dan non
PME ditetapkan dengan keputusan kepala daerah,

Suatu kepiatan tidek diperkensnkan diuraikan hanve ke dalam
jeniz belanja pepawai, obyek beianja honorarium dan rincian
abvek belania henorarium PHNSD dan/atau Mon PNSD. Besaran
hoporarium  bagi  PNSD dan Nom PNSD  dalam kegiatan
mempedomani. Analisis Standar Belanja (ASB) dan  standar

satuan hargs

3 Belan)a Barang dan Jass
n) Alokasi untuk pembenan jasn narasumber/tenage ahli dalam

2
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kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai
kode rekening berkenaan dan besarannys mempedomani Analisis
Btandar Belanja [ABB} dan standar satuan harga yang telah
ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Penganggaran uniuk Jaminen Keschatan bagi Pegawal
Pemerintah Non Pegawai Neger, yaitu pegawai tidak tetap,
pegawal honorer, staf khusus dan pegawai lain vang dibayarkan
olel. APBD, disnggarkan dalam APBD dengan mempedomani
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor
2& Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomer 12 Tahun 2003
scbagnimana tslah diubah beberapa kali  terskhir dengan
Peraturan Presiden Nomar 19 Tahun 2016.

Penganggaran = uang  untuk  diberikan  kepada | pihak
ketiga/masyerakst  hamya diperkenmankan dalam  rangka
pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombasn atau
penghargaan  atas suatu  prestasi. Alokasi belanja tersebut
disnggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesual kode
rekening berkenann,

Penganggaran untuk belanjs bareng peakai habis agar
disesuaikan dengan kebutuhan nyvata dalam  rangka
melaksanakan tuges dan fungsi Satuan Kerja Perangksr Daerah
dengan  mempertimbangkan  jumlah  pegawal dan  volume
pekerjpan serta memperhitunighan eatimasd sise  persediann
barang Tahun Anggaran 2018, Oleh karena itu, perencanaan
pengadaan bamng agar didahului dengan evaluasl persediaan
barang dalam pemakaian TA 2018,

Pengembangan  pelayanan  keschatan di  luar cakupan
penyelenggaraan jaminan kesshatan yang disediakan oleh BRJS
hanys diberikan - kepada Kepala Deerah/Walil Kepala Daerah,
Fimpinan dan Anggota DPFED. Pengembangan pelayanan
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kesehatan tersebut hanyes berupe pelayanan Medical check up
sebanyvak | (satu) kali dalam | (satu] tahun, dalam rangka
pemeliharaan keschatan dan dianggarkan dalam bentulk program
dan kegintan pada SKPD vang secara fungsional terkait dan
dilaksanakuan pada Rumah Sakit Umum Daerah  setempat,
Rumah Sakit Umum Pusat di Provins: atey Bumah Sakit Umum
Pusat terdekat dengan mempedomant Peraturan Pemecintah
Momor L8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administoatif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah,

Dalam rangka mewujudkan Unleersal Health Coverage,
Pemerintah  Daerah melakukan integrasl Jaminan Kesshatan
Dacran dengan Jaminan Keschatan Nagional, Penganggaran
penyelenggaraan jaminen keschatan bagl fakir miskin dan orang
tidak mampu sesuai dengan Undeng-Undang Nomor 40 Tahun
2004, Undapg-Undang MNomor 24 Tahun 2011, Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Peperima Bantuan
luran Jaminan Kesehatan dan Peratursn Presiden Nomor 12
Tahun 2013 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 3016, yang tidak menjadi
cakupan penyelenggaraan jaminan kesshatan melalul BRJS yang
bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan pada SkPD yvang menangani urusan keschatan pember
pelavanan liesshatan,

Penganggaran untuk pengadaan barang/jasa (termasuk berups
aset tetap] vang akan diserahkan  kepada pihak kedgaf
masyvarakat pada tahun anggaran berkenann, dianpparkan pada
jenis belanja barang dan |asa dengan mempedomani Pasal 298
ayat (4] dan ayat [5) Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014 dan
Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomtor 32 Tahun 2011,
sehagaimana (elah diubah beberapa kali terakhir  dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tehun 2018, serta
peraturan  perundeng-undangan lain di bidang hibah dan
bantuan sosial.

Pengadaan belanja barang/jasa vang akan diserahkan kepada
pihak ketiga/masyvarakat pada tahun anggaran berkenaan
dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa
yang aken diserahkan kepada pihak ketips /masyarakat ditambah
seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
barang/jasa sampai slap diserahkan,

Penganggaran perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja,
studi banding di luar daerah, perjelanan dinas luar neger,
mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan tekmis atau
aejenisnya dilakukan secara selektf, frekuensi dan jumlah
harinya dibstasi serta memperhatikan target kinerja dari
perjalanan dinas dimaksud schinges relevan dengan substansi
kebijakan pemerintah dasrah,

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Banjarbaru sesuai peraturan perundang:
undangan dengan memperhatikan  aspek  trunspanansi,
akuntabilitas, eofisienal, efektivitas, kepatutan dan kewajaran
serta ragionalitag,
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i} Penyedisan anggaran wuntuk  perjalaman  dinas  vang
mengikutsertakan non PNSD diperhitungksn dalam belanjs
perjalanan dinas. Tata cem penganggaran perjalanan dinas
dimaksud mengacy pada ketentuan perjalanan  dinas yang
ditetapkan dengan peraturan Walikota Banjarbaru,

I Penganggarsn belanja periplanan dinas harus memperhatikan
aspek  pertangpungiawaban scsual biava- riil atan lampsum,
khususnyva pada sewa kendarman dalam kota dibayarksn sssual
rill [hanva diberikan untuk Walikota!Wakil Walikota, pejabat
Pimpinan Tinggl Madva dan Pejabat yang diberikan kedudukan
atau hek keuangan dan fasilitas setingknt Pefabat Tinggi Madya),
blaya transportas dibavarkan sesual riil, biava penginapan
dibayarkan sesuai riil, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas
tidak mengrunakan [(agilitas hotel atau tempat penginapan
diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hote! di Kota
tijuan sesuai tingkatan.

k] Pengenggaran untuk penyelenggaraan keglatan rapat, pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis stau sejenisnya diprioritaskan
untuk menggunakan fasilites aset dasrah sspertl rusng mpat
atau aula yang sudeh tersedia milik pemerintah dacrah.

l} Penganggaran pemeliharsan barang milik daerah vang berada
dalam penguasasn pengelola barang, pengguna barang atau
kuasa pengguna bamng berpedoman pada daftar kebytuhan
pemeliharaan barang, sebagaimans dirmaksed dalam Pasal 46
ayat (1) dan ayat (2] Peraturan Pemerintah Nomaor 27 Tahun 2074
tentang Pengelolasn Barang Milik Negara/Daeraeh dan Peraturan
Menteri. Dalam Megeel Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

mj Dalam rangka efisiensi dan penghematan anggaran tahun 2019,
mengingat kondisi kevangan Pemerintah Kota Banjarbaru yang
belum kondusif, maka SKPD harus melakukan penghematan
brlanja makan dan minum rapat — rapaét /atau makan dan
minum perayaan [/ peringatan,

n| Tidak diperkenankan mengalokasikan belanja vaity ;

1. pemeliharaan dan pengadaan perlengkapan gedung/kantor,
kecuali mendapat  persetujuan  tertulis  dari Walikota
Banjarbaru berdasarkan Analisis Kebutuhan,

2, Belanja pengadaan pakaian dinas dan seragam khas
daerah /Sasirangan bagl PNSD dan Non PNSD di masing-
masing - SKPD, kecuali dientukan lain sesual  dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlalou dan mendapar
persstujuan tertulis dari Walikots Banjarbary,

4] Belania Modal

&) Belanja komponen penunjang utama perlengkapan kantor berupa
mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator dan
sarana pendingin AC] dan komponen penunjang lunnya berupa
saluren air dan telepon termasuk dalam belanja modal kecuali
nilginya ddak memenuhi syarat nilal kapitalisasi minimum yang
ditemtukan oleh pemerintah daerah.
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Belanja Aset Tak Berwujud berupa sistem informasi dan aset tetap
vang diperlukan untuk mendukung sistem informasi di masing-
masing SKPD, kecuali ditentukan lain sesual dengan Pcr&nl.amn
Perundang-Undangan vang berlaku dan mendapat persetujuan
tertulis dari Walikota Banjarbaru melalui Dinas Komunikasi dan
Infomatika Kota Banjarbaru,

Dislam rangka penghematan dan efisiensi anggaran tahun 2019,
SKPD tdak diperkenankan untuk menganggackan belanja rehab
gedung fkantor kecuali kondisl kantor dalam keadaan rueak berat
Tidak mengenggarkan pengadaan kendaraan baik roda empat
maupun mda dua kecuall ditentukan lain sesual dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan
tertulis dart Walikota Banjarbaru.

Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengelusran vang
dilakukan dalam rangka pembeban/pengadaan aset tetap dan
agel lainnyva (eset tidak berwujud) yvang mempunyal masa
manfeat lebik dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam
kegistan pemerintahan dan memenubi nilal bates  minimal
kapitalisasi aset [copatiloeation threshold).

Segala biaya vang dikeluarken setelah perolehan awal ase! tetap
[biava rehabilitasi/renovasi) sepanjeng memenuhi nilai batas
mimimel  kapitalisasi  aset  [(capatilazctiion thresheld], den
memperpaniang masa manfaat ataw yang memberkan manfaat
ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
Eapasitas atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan
kinetja dianggarkan dalam belanja modal,

Dalam menetapkan anggaran untuk pengadasn barang agar
dilakukan secara selektil sesuai Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah [RKBMD} Pengadaan Barang Milik Daerah masing-
masing SKPD dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daersh disesuaikan dengan standar sarana dan
prasarania pemerintah,

Belanja pemeliharaan  hanye dapat dianggarkan untuk
pemelibaraan aset daerah dan dilaksanakan secara selektif
sesuai Rencana Kebutuhan Barang Millk Daerah (REBMD)
Pemeliharaan Barang Millk Daerah yang telah disampaikan
kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah-Bidang
Penatausahasn Aset,

Penganggaran belanja modal tidak hanya sehesar harga belanja
bangunan asct tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja
¥ang terkait dengan pengadaan / pembangunan aset tetap
tersebut  sampai  siap  digunakan, (termasuk  honorarium
pejabat/panitin pengadean/pemeriksa, biave perescanaan dan
pengawasan) namun tidak termesuk dalam biaya perolehan aset
tetap adalah belanja alat tulis kantor dan belanja barang lainnya
YRNE digunakan Ltk mengadministrasikan
pertanggungiawaban dan pencairan dana.

Penganggaran  belanja moedal  lebih  diprioritaskan  untuk
pembangunan dan pengembangan sarans dan prasarana yang
terkail langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta
pertumbuhen skonomi deereh,
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Pengadaan belanja modal yang menjadi inventaris SKPD agar
dianggarkan di Sekretariat SKPD,

Penganggaran Belanja Modal vang memililki kriteria barang "pecah
belah™ seperti gelas, piring, mangkok dan peralatan rumah tangga
lainryva dianpgarkan pada belanjs barang dan jasa dan tidak
dipkui schagai aset tetap dengan pertimbangan barang tersebut
mudah pecah atsd rusak.

m|} Penganggaran  belanja modal aset tetap lainnys - Tanaman

adalah tapaman pelindung dan tanaman hiss vang memilild nilai
material dan memilikl masa manfaat lebih dari 12 bulan, belanja
tanaman vang dimaksudkan untuk cadangan pengpantian
tanaman dianggarkan sebapai belanja pakat habis.

Pembinyaan Daerah

a. Penerimaan Pembimman

L

2

L

Penganggaran SILPA harus didasarkan pada perhitungan vang
cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi
anggaran tahun 2018 dalam rangks menghindar kemungkinan
adanya pengeluaran pada tabun anggaran 2019 yang tidak dapat
didanai ahibat tddak tercapainya SILPA vang direncanalkan,

Dalam  mngks. menciapkan penerimaan  pemblayvaasn jang
bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan
besarannya sesudl Peraturan Dacrah tentang pembentukan dana
cadangan,

Pemerintah  daerah  dapat melekukan pinjaman  dasrah
berdasarkan Pasal 35 avat (3] Peraturen Pemerintah Nomor 30
Tahun 2011 tentang Pinjaman Dacrah.

b, Pengeluaran Pembiayasn

1

2

3

Datam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah deerah
depat mengangearkan investasi jangka panjang non permanen
dalam bentuk dana bergulir dalam APBD pada jenis penyertaan
modal finvestasl pemerintah dasrah, obyek dana bergulir dan
rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat
penerima sesuai Pasal 118 ayat Lga (3] Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Taun 2003 tentang Pengelolaan Keusngan Daerah,
Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik
negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan
peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal
dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam
peraturan daerah penyertaan modal pada tshun sebelumnya,
tidak periu ditetapkan peraturan daerah tersendiri sepanjang
jumlah anggaran penvertaan modal fersebut belum melebihi
jumlah penyertaan modal yvang telah ditetapkan pada peraturan
daerah tentang penyertaan modal,

Untuk pengenggaran dana cadangan, pemerintah dasrah harus
menetapkan  terlebih  dahulu - peraturan  daerah  tentang
pembentukan  dana  cadangan yeng  pengatur  tujuan
pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan
dibayal dari dana cadangan, besaran dan rincian cadangan yang
harus digunakamn,
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d) TEKNIS PENYUSUNAN REA-SKFD dan RKA-PPED

1.

KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar
bagi pemerintah daerah untul menyusun, menyampaikan dan
membahas RAPBD Tahun Anggarsn 201% antara Pemerintah Daerah
dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama
antara Kepaln Daprah dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan
Daecrah tentang APBD, paling lambat tanggal 30 Nopember 2018,

Penyusunan REA-SKPD pada program dan kegistan untuk urusan

I pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada SPM,

standar teknis dan standar harga satuan regional sesuml dengan
ketentuan peraturan perundang-undanpen, sedangkan penyusunan
EKA-S8KPD pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan
wajlbh yang tidak terkait dengan pelaysnan dasar dan  unasan
pemerintahan pilihan berpedoman pads analisis standar belanga dan
standar harga sakuan,

REA-SKPD memual rincien anggaran pendapatan, nncian anggaran
belanja tidak langsung SKPD [(gaji pokok dan tunjangan pegawai,
tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sckretariat DPRD
dianggarkan jugs belanjs penunjang operasional pimpinan DPRD),
g::&lgn anggaran belanja langsung menusut progmam den kegiatan

- REA-PPED memuat rincian pendapatan yang berasal dari Dana

Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, belanja
tdak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja
hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan
kruangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan
dan pengeluaran pembiayaan,

- Formulir RKA-SKPD 2.2.1 digunakan untuk merencanakan belanja

langsung setiap  kegiatan wvang diprogramkan. Untuk melihat
kewajaran biaya vang diperfukan setiap kegiatan penentuannya
berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja vang jelas melabui
rekening yang berkenaan.

+ Memenuhl fzas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan

prestasi kerja, pengisian keterangan rincian obyek belanja  tidak
l:hp:rk_cn.nnlr:ﬂn mencantumkan satuan ukuran vang tidak terukour,
seperti paket, pro,um, lampsum.

. Pada keterangan rincian obyek belanja tidak ada kata bantuen atay

insentif. Bantuan dana atau insentif hamya dia

an NEEgarkan da
kelompok belanja tidak langsung REA-PPKD. '3
Pada Ik:*t:_ra.ngan rincian obvek belanja RKA-SEPD,  uneuk
menghindari adanya pengadaan barang yang mengarah pada salah
safu produksi perusahaan, supaya tidak mencantumban merk dan
apesifikasinya.
Supaya tidak terdapat revisi rekening befanja pada

: : proses
pz!ahsana.an xegiatan, pastikan bahwa penggunaan rekening rincian
objek b:lla.n}a dan keierangan rincian objek belanja benar- benar
dapat dircalisasilan.
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#| HAL - HAL KHUSUS LAINNYA PENYUSUNAN REA - SKPD dan REA-

Satuan Kerja Perangkat Deerah dalam menyusun REA-SEPD dan

REA-PPED scbagai bahan penyvusunan rancangan APBD TA 2019, selain
memperhatiken pokok kebijakan dan teknis penvusunan REA-SKPD dan
REA-PPED, juga memperhatikan hal-hal kbhusus, antara lan  sebuagas
berikut

i

Penganggaran Retribusl Penggantian DBiaya Cemak Rartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Bipil tdek diperkenankan untuk
dianggarkan dalam APBED Tahun Anggaran 2019 sesual maksud Pasal
724 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Amas
Undeng-Undang Nomoer 23 Tabun 2006 tentang  Administrasi
Kependudukan yang menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan
dokumen kependudukan tidak dipungut bisva,

Untuk meningkatian efektifitas penyusunan snggaran BOS Tahun
Anggaran 2019, SKFD yang sccara tupoksi melaksanakan fongsi i
bidang pendidikan harus memperhatikan bahwa dana BOS yang
bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penvelenggarsan satuan
pendidilkan dasar dan satuan pendidikan khusus sebagai pelaksanaan
program wajib belajar. Untuk dana BOS yang bersumber dari APRD,
penganggarannya dalam bertuk program dan kegiatan,

Belanja BOS vang bersumber dari APEN Tahun Anggarsn 2019 yang
dinlokasikan pada Pemerintalh Provinsi dianggarkan pada APBD
Provinai Tahun Anggaran 2019 diperuntukan bagi Satuan Pendidikan
Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
dan Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang diselenggarakan oleh
measyarakat dalam bentuk hibah.

BEFD dapat menggunakan paling banvak 5% dar alokasi DAK fisik
untuk mendanai kegistan penunjang yang berhubungan langsung
dengan kegiatan DAK fisik ssbagaimana ketentusn Paszal 7 ayar (3
Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
DAK Flsik, dengan rincian penggunaan mengacy ketentuan Pasal 7
ayat (4] Peraturan Presiden Nomor 123 Tabun 2016 dan petmunjuk
operasional yang ditetapkan olch Kementerian/ Lembaga terlkait.

Lana sisa DAK yang berasal dar tahun-tahun anggaran sebelumnya
digunakan untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama
mengacu pada petunjuk teknis tabun anggaran sebelumnya atau
Tehun Anggaran 2019,

Belanja Bantuan Operasional Penvelenggarsan Pendidikan Anak Usia
Dini [BOP PAUD) yang bersumber dari DAK Non Fisik pada Tahun
Anggaran 2019 bagi PAUD negeri disnggarkan pada APBD Tahun
Anggaran 201% dalam bentuk program den kegiatan, sedengkan BOP
PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat [swasta] dianggarkan
pada APBD Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk belanja hibah,
Penggunasn dana Bantuan Operagional Kesehatan (BOK) dan Bantuan
Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Peningkatan Kapasitas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (FK2UKM), dan Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan vang bersumber dari DAK Non Fisik,
dianggarkan dalam bentuk program dan  keglatan pada SKPD
berkennan.
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SKEFD tdak diperkensnkan untuk menganggarksn belanja tali asih
kepada PNSD dan penawaran kepads PHNSD vang pensiun dini dengan
uang pesangon, mengngst tGdek memiliki  dasar hulkum  vang
melandasinya,

Peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

[FORKOPIMDA] Kowa Banjarbaru dan Forum Koordinesi Pimpinan

Kecamatan sehagai pelaksenasn urusan pemerintahan umom yang

merjadi kewenangan Presiden sebagal kepala pemerintahan dan

dilaksanekan oleh Walikota dan Camat di wilayah keria masing-masing,
pemerintah kota menganggarkan program dan kegiatan dalam APBD

Tahun Anggaran 2019 yvang disinergikan dengan pelaksanaan tugas

FORKOPIMDA Kota Bamjarbaru dan Ferum Koordinasi Pimpinan

Kecamatsan.

Belanja perjalanan dinas
4, Dalam rangksa memenuhi kaidah-keidah pengelolsan keuangsn

daerah, secars bertehap meningkatkan akuntabilitas penggunaan
perjalanar  dinas.  melalui  penerapan penganggaran dan
pelaksanasn perjalapan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan
nyata (af cosf] untuk pertanggungiawaban biaya transportasi dan
biays askomodesi serta menghindari adanya penganggaran yang
bersifat " paket ". Standar satuan harga perjaianan dinas
ditetapkan dengan keputusan kepals dasrah,

b. Penyediaan  anggaran  untuk  perjalanan dinas  yang
mengikuteertakan non PMSD. agar biaya pedalanan  dinasnya
diperhitungkan dalam belanja perjalanan  dinas., Tata ' ¢aca
pengangegaran  perjalanan  dinas  dimaksud mengacu pada
ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengasn keputusan
kepala daesrah

Setalan dengen amenat paszal 6 ayal (6 UV Nomor 28 Tahun 2009

ientang Pajak Daerah dan Retribisl Dasrah  dimana  kendaraan

bermaotor millk pemerintah daerah ditetapkan sebagai objek pajak

daerah seperti PKB dan BBNKB agar pemerintah kota menganggarkan
pada mazing-maging BEPD yang bersangkutan guns pembayaran
beban pajak tersebut termasuk memperhitungkan anggaren untuk
pembayaran beban pajek untuk pengadaan kendaraan bermotar oleh

SKPD yang bersangkutan.

Honorarium panitin pengadasn dan pemeriksa barang/jasa disediakan

pada masing-masing SKPD

Badan Layanan Umum Dasrah

Untuk membertkan Neksibilitas dalam pengelolaan keuangan dalam

bentuk BLUD, agar memperhatikan antars lein sebagai bertleut

a, Penyusunan rencana kerja dan anggaran | RKA ) dalam APBD
menpggunakan format reéncana bisnis dan anggaran (RBA|,

b. Konsolidasi RBA dengan peraturan daerah tentang APHD dan
peraturan kepala dacrah tentang penjabaran APBD sampai pada
jenis belanja.

¢. Tahapan dan Jadwal proses penyusunan REA/RBA mengikuti
tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD.

T



14,

150

16

Tahun Jamak

Kegiatan tahun jamek adalah  kegiaten yang diangparkan dan

dilaksanakan untuk masa lebith dart 1 | saty ) abun anggaran yang

pokerjaannya dilakukan melalui kontrak mhun jamak vang harus
miemenihi kriterl sekurang-karangnya, yaita &

i, Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan vang secara teknis
merupakan satu kesatuan untuk menghesilkan satu output yang
memerlukan waltlu penyslesaian lebih dar 12 (dus belas) bolan,
Ay

b, Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya hasus
tetap berlangsung pada pergantian whun  anggaran @ sepert
penanaman benih/hibit, penghijauan, makanan dan obat di rumah
sakit dan pengadaan jasa cleaning service.

Kegiatan Lanjutan | DPAL = SKPD |

Pelahsanaan kegiatan lanjutan yang tdek selesai pada tehun 2018

dapat dilakuken dengan memperhatikan hal = hal sebagat berikut :

I, Dituangkan dalam DPAL - SKPD} TA 2019 sebagaimana format
lampiran Bl Permeéndagri Nomor 21 tentang Perubahan Atas
Fermendapri Nomor 13 Tahun 2006 yang disahkan oleh Kepala
FPED sebagai dasar pelaksanaan untuk penyelesaisn pekerjean
peaual ketentuan peraturan perundang-undangan .

2. Penetapan  jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD
masing-masing dilskukan sebagal berikout
a. Penelitien terhadap penyebab keterlambatan  penyelesaian

pekeriaan scpanjang penyebabnya  diluar kelalaian  penvedia

barang/jasa atau pengguna barang jasa.
b. Jumlsh anggaran vang disahkan dalam DPAL - SKPD setelah
terlebih dahulu dilakuken pengujian terhadap ;

i. Hisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum
diterbitkan SP2ZD tehun anggaran 2018 atas kegiatan yang
bersanglkutan

ii, Sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D tahun anggaran 2018,

ii. BP2D yang belum divanglkan.

iv. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan  kegiatan
lamjutan ‘vang telah dituangkan dalam  DPAL - SHPD
dimaksud agar ditampung kembali dalam perubahan APBD
tahun anggaran berkenasn pada anggaran belanja langsung
pos SKPD berkenaan,

t. kegiaten yang dapat dituangkan DPAL harus memenuhi
kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesal sesuai dengan
jadwal yang ditetapkan dalam perianjian  pelaksanaan
pekerjaen /kontrak  akibat  di luar  kendali  penyedia
barang/jase  danfatau pengguna barang/jasa (force
manare),

Pelaksanaan Swalkelola

Untuik pengadsan bareng/jasa dengan mekanisme swakelola VENE

d.i.lnl-::mnalnn oich instansi pemerintah lainnys, honorarium tenaga ahli

ditempatian pada rekening belanja barang dan jasa.

. Untuk belanja bahan obat-obatan (Farmasi) dianggarkan pada rekening

belarja bahan palkai hahis.



18. Untuk pemeliharaan kendaraan  operasional  dipisshkan antaca
rekening belanja pemeliharaan peralatan dan mesin {mis : jasa gantl aoll,
jasa’ service, dil menggunakan rekening 5.2.2.20.4) dan belanja suku
cadang kendaraan bermotor (mis - penggantian flter oli, ganti acey,
ganti ban, dli menggunakan rekening 5.2.2.01.28}.

19. Mekanisme Pengadasn Tanah dan Penganggarannya  berdasarkan
Undang-Undang Republik  Indonesia No 2 Tahun 2012 tentang
Pengadasn Tenah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang
pelaksanaannya distur dalam Persturan Presiden Republik Indonesia
Momor 71 Tahun 2012 tentang Penyvelenggaraan Pengadaan Tanah Bagl
Pembangunan Untuk Eepentingan Umum dan Peratursn Menteri
Dalam Negeri Bepublik Indonesia Nomor 72 Tehun 20132 tentang Biaya
Operasional dan Blaya Pendulung Penyelenggaraan Pengadasn Tamah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umuim Yang bersumber dan
Angearan Pendapatan dan Belanga Deerah, mekanisme pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk  kepentingan  uwmum  diatur
penvelengparaannya melalui tahapan sebagai berikut @

a) Perescanaan

by Persiapan

c] Pelaksanaan

dj Penyerahan Hasil

Sedangkan pendanasn pengadasn tanah bagi pembangunan uniuk
kepentingan umum dilakukan oleh SKPD yang memerlukan tanah,
dituangkan dalam dokumen penganggaran kecuali diager  oleh
peraturan  perundang-undengan lainnya.  Alokasi  dana  untuk
penyelenggaraan pengadaan tanah terdini dar blaya ganti kerugian,
bidgys operasionsl dan bisya pendukung untuk keglatan pada setiap
tahapan tersebut,

E, Lampirtan DPokumen

Dokumen =ebagal lampiran pensusunan REA-S8KPD dan REA-FPED

melipati, vaita |

1. Lampiran KUA, PPAS, kode relkening APBD, format RKA-SKPD dan
standar satuan harga, merupakan dasar dalam pemyusunsn FEA-
SKPD dan RKA-FPKD.

3. Penvusunen RKA-SKPD agar sclalu bersesuaian dan sinkren dengan
dokumen perencanaan, standar satuan harga dan  instrumen
penpulouran kinerja.

3. Untuk memastikan bareng vang diserahkan kepada masyrakat |
pihak  ketiga melalui pola bantuan hibah | bantuan sosial agar
dilengkapi dengan proposal vang telah mendapat persctujuan Kepals
Daerah kecuali diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangsn
yang berlaku.

Demikian pedoman  penyusunan RKA-SKFD dan REA-PPKED
disampaikan untuk dilaksanakan sebagatmana mesti

= |f=




